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Rp138,65 triliun
Aliran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari tahun 2002 hingga

2021 untuk Papua dan Papua Barat 
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Sumber: https://ekonomi.bisnis.com (08/04/2021)

https://ekonomi.bisnis.com/


22 dari 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua 

ditetapkan sebagai daerah tertinggal

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024 

8 dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua 

Barat 
ditetapkan sebagai daerah tertinggal
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan

Papua Barat 
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Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat
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Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua dan Papua 

Barat 
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Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat 
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Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018  

◈ Prevalensi ISPA (Papua peringkat [1] dan Papua Barat peringkat 

[3]); 

◈ Prevalensi pneumonia (Papua [1] dan Papua Barat [4]); 

◈ Prevalensi TB Paru (Papua [2] dan Papua Barat [8]); 

◈ Prevalensi diare (Papua [5] dan Papua Barat [14]); 

◈ Prevalensi diare pada balita (Papua [1] dan Papua Barat [25]); 

◈ Prevalensi hepatitis (Papua [1] dan Papua Barat [23]); 

◈ Prevalensi malaria (Papua [1] dan Papua Barat [2]); dan

◈ Prevalensi filariasis (Papua [5] dan Papua Barat [4]).
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Sumber: 

Naskah

Akademik, 

Kementerian

Hukum dan

Ham (2021) 



Penilaian Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

Ekonomi

Walaupun terjadi 

penurunan tingkat 

kemiskinan, serta 

meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM), namun angka-angka 

tersebut masih jauh dari 

standar Nasional. Selain itu, 

masih banyak pula wilayah 

di Provinsi Papua dan 

Papua Barat yang masuk 

dalam kategori daerah 

tertinggal. 

Kesehatan 

Berdasarkan hasil Riset

Kesehatan Dasar 

(Riskesdas), Provinsi Papua 

dan Papua Barat cukup

memprihatinkan. Selain itu, 

perbedaan Angka Harapan

Hidup di Provinsi Papua 

dan Papua Barat dengan

Nasional masih terlampau

jauh. 

Pendidikan

Data statistik menunjukkan

peningkatan kualitas pendidikan di 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

meskipun tidak signifikan. Angka

Harapan Lama Sekolah di Provinsi

Papua Barat sudah cukup baik, 

namun Provinsi Papua yang masih

sedikit perlu untuk ditingkatkan. Jika 

dilihat dari tingkat buta huruf, 

penurunan angka buta huruf di 

Provinsi Papua dan Papua Barat 

cukup signifikan. Namun, menurut

BPS angka buta huruf di Provinsi

Papua dan Papua Barat masih cukup

tinggi pada tahun 2019 masih ada

22% masyarakat Papua yang masih

buta huruf sedangkan di Provinsi

Papua Barat tinggal 2,28 Persen
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“

“Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua 

yang disebutkan bahwa adanya Otonomi 

Khusus untuk mengurangi kesenjangan antara

Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di 

Provinsi Papua, maka otonomi khusus tersebut

dirasa belum maksimal dan perlu adanya

evaluasi secara menyeluruh.”
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Evaluasi Otonomi Khusus Papua 

Selama 20 Tahun



Proses Revisi Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua 
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MENGAPA PERLU DIREVISI? 

Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 

Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 34 (6) yang menjelaskan bahwa

pemberian dana otonomi khusus kepada Papua berlaku selama 20 tahun. 
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Proses RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
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753

Pembentukan dan 

Pemilihan Ketua Pansus 

(17 April 2021) 

Penjelasan hasil Audit BPK dan BPKP, 

rapat Pansus bersama Menteri Pendidikan, 

BUMN, Perindustrian, Perdagangan, 

Menristekdikti, Menteri Kesehatan dan 

BKPM (2 – 9 Juni 2021) 

Rapat Kerja Pansus RUU 

tentang Perubahan Kedua 

atas UU Otonomi Khusus 

Provinsi Papua (1-7 Juli 

2021) 

Rapat pimpinan, 

rapat intern dan 

rapat kerja Pansus 

(30 Maret – 27 Mei 

2021) 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 

Direktur Pusat Telaah dan Informasi

Regional (PATTIRO) dan Forum 

Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran

Papua Selatan. (3-8 Juni 2021)

Merumuskan dan Sinkronisasi RUU 

tentang Perubahan Kedua UU 

Otonomi Khusus Provinsi Papua 

sesuai hasil Panja. (9-10 Juli 2021) 

2 8

Pendahuluan, yaitu draf 

RUU dan Naskah 

akademik (16 April 

2021)  

Rapat Paripurna RUU tentang

Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua. (15 Juli 2021) 

Sumber: 

https://www.dpr.go.id/

https://www.dpr.go.id/


Majelis Rakyat Papua Melapor Ke Mahkamah Konstitusi 

Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis

Rakyat Papua Barat (MRPB) mendaftarkan

permohonan sengketa kewenangan lembaga

negara soal perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

atau UU Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi

(MK). Permohonan sengketa ini ditujukan

kepada Presiden Joko Widodo dan DPR sebagai

termohon.
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“Terjadi pertentangan kelembagaan yang

menurut UU Otsus itu kewenangan DPR

Papua dan MRP, tapi pemerintah dan legislatif

sepihak menjalankan sendiri” - Ketua tim

kuasa hukum MRP dan MRPB, Saor Siagian.

Tempo.co, (18/06/2021)



Poin-poin Krusial dan Polemik RUU Otsus Papua yang 

Disahkan DPR

Dana Otsus Papua hingga

2041

Revisi Pasal 34 ayat (3) huruf e dan 

ayat (4) RUU Otsus Papua. Penerimaan

khusus dalam rangka pelaksanaan

Otonomi Khusus Papua sebesar 2,25 

persen dari plafon DAU. Dana itu akan

terus diberikan ke Papua hingga tahun

2041.

Pemekaran Daerah Lebih

Mudah

Pada UU sebelumnya, Pasal 76 UU Nomor

21 Tahun 2021 hanya berisi satu ayat soal

pemekaran, yaitu pemekaran dilakukan atas

persetujuan MRP dan DPRP. Sementara, 

ada empat ayat baru di RUU Otsus Papua. 

Salah satunya mengatur kewenangan

pemerintah pusat untuk memekarkan

daerah di Papua. Hal ini tertuang dalam

pasal 76 ayat (2) RUU Otsus Papua

Badan Baru: Dipimpin

Wapres, Berkantor di 

Papua

Pembentukan badan baru tertuang

dalam pasal 68A Ayat (2). Pasal

tersebut menyebutkan badan khusus

dipimpin oleh wakil presiden. Wapres

akan dibantu oleh sejumlah menteri, 

yaitu menteri dalam negeri, menteri

perencanaan pembangunan nasional, 

menteri keuangan, dan satu orang 

perwakilan dari setiap provinsi di 

Papua.
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Wakil Gubernur Baru

Pada UU Otsus sebelumnya, posisi

wakil gubernur tidak bisa diisi jika

pejabat sebelumnya berhalangan tetap. 

Jabatan itu dibiarkan kosong sampai

periode masa jabatan habis. RUU 

Otsus Papua mengubah aturan pada 

Pasal 17 ayat (3). Jabatan wakil

gubernur bisa kembali diisi jika wakil

gubernur definitif berhalangan tetap.

Pendirian Parpol oleh Orang 

Papua

RUU Otsus Papua menghapus dua ayat

yang berkaitan dengan hak warga Papua 

membentuk partai politik. RUU itu juga

mengubah satu pasal tentang kewajiban

parpol berkonsultasi dengan DPRP dan

MRP dalam rekrutmen.



Proyeksi Revisi Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua 
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Catatan Proyeksi Otonomi Khusus Papua dan 

Papua Barat 

◈ Peningkatan dana otsus, yang semula 2% menjadi 2,25%. Dana tersebut cukup besar dan 

memerlukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi penyelewengan. Hal ini mengingat data Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menunjukkan bahwa 51,7 persen

kabupaten/kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse. 

◈ Mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu tujuan dari 

otsus adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya

masyarakat Papua, maka pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Papua harus

diubah, mengingat pendekatan keamanan masih digunakan, terlepas dari pendekatan kesejahteraan.

◈ Salah satu permasalahan dalam proses revisi UU Otonomi Khusus Papua adalah tidak dilibatkannya

MRP. Oleh karena itu, dialog dengan masyarakat Papua, DPRP serta MRP dan proses 

kebijakan yang inklusif dan partisipatif harus menjadi salah satu strategi penerapan otsus.

◈ Perubahan UU Otonomi Khusus Papua disinyalir mempermudah proses pemekaran di Papua 

serta memberikan wewenang kepada pemerintah pusat. Hal ini dikuatirkan makin tidak

melibatkan orang asli Papua.
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Catatan Proyeksi Otonomi Khusus Papua dan Papua 

Barat (2) 

◈ Pada UU sebelumnya dijelaskan bahwa pembentukan partai politik wajib meminta pertimbangan 

kepada MRP. Namun, kini kata “wajib” dihapus. Selain itu, ayat satu terkait pembentukan partai 

politik harus penduduk asli Papua dan Pasal 2 yang menjelaskan soal tata cara pembentukan partai 

politik dan keikutsertaan dalam pemilu diatur oleh perundang-undangan juga dihapus. Penghapusan 

ini mungkin saja bertujuan untuk mempermudah berdirinya partai lokal di Papua. Namun, 

penghapusan Pasal 1 mengenai penduduk asli Papua perlu dipertanyakan kepada DPR terkait 

alasan penghapusan. Jika demikian, maka bisa saja orang non-papua membentuk partai lokal Papua 

yang dimana seharusnya pembentukan partai politik lokal haruslah orang asli Papua.  

◈ Perubahan pada Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan suatu

lembaga yang diberi nama Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3). 

Disebutkan juga bahwa Wakil Presiden akan memimpin langsung lembaga tersebut. Kehadiran

lembaga baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di 

Papua. Di sisi lain, ada pula yang beranggapan bahwa kehadiran dari lembaga ini tidak lebih

hanya sebagai “alat pengendali” bagi pemerintah pusat untuk mengontrol Papua. Terlepas dari

niatan pemerintah,  diharapkan dirnya BK-P3 dan keberadaan Wapres Ma’ruf Amin di Papua 

adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengubah pendekatan di Papua, dengan lebih

menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Hal Ini sekaligus juga melunasi janji Presiden

Jokowi untuk “menghadirkan” Istana di Papua.
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“
“Adanya otsus Papua adalah sebagai

bentuk semangat desentralisasi dimana

pemerintah pusat memberikan kewenangan

dan kepercayaan kepada daerah. Jangan

sampai, revisi Undang-Undang otsus Papua 

hanya menggunakan logika “Jakarta” tanpa

mengindahkan aspirasi dan melibatkan

partisipasi dan kontribusi yang signifikan

dari masyarakat Papua”

. 
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